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I(ATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swr yang telah meiimpahkan
Karunia dan Rahmatnya atas selesainya penyusunan Standar pelayanan (Sp)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Langsa sesuai
Peraturan walikota langsa Nomor 1 Tahun 2023 tent-ang Kedudukan, Susunan
organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata cara Keq'a Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Langsa, Peraturan walikota Langsa Nomor 3g
Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan penyelenggaraan perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

SESUA/ MOTTO: %EMBERII{AN PEIAYAI,TAN IDRBAII< ADATAH TUGAS
KAMI'

DAN JANJI PELAYANAN :I{AMI MEI.AYANI SEPD,f.(.TH I]ATT, TANPA
GRATYtrIT<ASID.

Kami menyadari bahwa Standar Pelayanan (SP) ini belum sempurna, maka

kami mengharap kritjk dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan semoga

kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kota

Langsa. Terima Kasih.

Ditetapkan
Pada tanggal

DAN

NIP

di l,angsa
29 September 2O23M
13 Rabiul Awal 1445 H
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DAF"TAR ISI

KATA PENGANTAR
DAMAR ISI
SURAT KEPUTUSAN

BAGIAN I.PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Motto Pelayanan
C. Janji Pelayanan
D. Maklumat Pelayanan

BAGIAN 2. STANDAR PELAYANAN
1. lzin Pendidikan anak Usia Dini
2. Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak
3. Izin Pendidikan Dasar SD/SMP
4. Izin Pendidikan Non Formal
5. Izin Pendlrlan Rumali Saklt Kelas C Clan D
6. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
7. Izin Puskesmas
8. Izin Klinik Utama dan Pratama
9. Izin la.boratorium Klinik Madya dan Pratama
lO. lztur Kllnlk Kecantlkan
ll. IzinApotek
12. Izin Toko Alat Kesehatan
13. lzin Usaha Obat Tradisional
14. lzin Pedagang Eceran Obat
15. Surat Izin Praktck Doktcr
16. Surat Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi
17. Surat Izin Pralrtek Dokter Spesialis/ Gigi Spesialis
18. Surat Izin Praktik Perawat
19. Surat Izin Praktik Bidan
2O. Surat Izin Praktik Apoteker
2 1. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien
22. Surat Izin Praktjk Fisiotrapis
23. Surat Izin Praktik Terapi Wicara
24. Surat Izin Praktik Radiografer
25. Suret Izin Praktik Penate. Anateei
26. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
27. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis
28. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi l,aboratorium Medik
29. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
3O. Surat Izin Praktik Tenaga Gi.zi
31. Surat Izin Praktik Elelrtromedis
32. Surat Izin Praktik Perekam Medis
33. Surat Izin Praktik Okupasi Terapi
34. Surat Izin Praktik Fisika Medik
35. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskular
36. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
37. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
38. Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi
39. lzin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
40. Sertilikat Froduksi Pangan Industri Rumah Tangga
41. Sertifrkat Laik Sehat
42. Izin Tukang Gigi
43. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)



44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
45. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
46. lzin penyelenggaraan Reklame
47. lzir, Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
48. Izin Lokasi
49. lzirr Pendaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah Oleh Swasta
50. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas / Parkir
51. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Dalam Tarayek
52. lzrn Penyelenggaraan Angkutan Barang
53. Izin Usaha Bongkar Muat Barang
54. lzin Usaha Pelayaran Rakyat
55. Tanda Daftar Kapal <5GT
56. lzin Usaha Perikanan (SIUP PERIKANAN) <4 Mil Wilayah Tangkapan
57 . lzin Penangkapan Ikan (SIPI) <3OGT
58. Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)
59. lnn Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
6O. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
61. Izin Usaha Pertanian
62. Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan
63. Izin Usaha Rumah Sakit/ Klinik Hewan
64. lzin Usaha Rumah Potong Hewan
65. Izin Usaha Pengeceran Obat Hewan
66. lzrn Praktik Dokter Hewan
67. lnn Pengelolaan Pusat Perbelanjaan
68. lzin Ueahe Toko Swalayan
69. TandaDaftarGudang
70. Surat Keterangan Penyimpanan Barang
71. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba

dari Waralaba Dalam Negeri
72. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba

lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri
73. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerimaan Waralaba

lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
74. lzin Usaha Industri (Kecil dan Menengah)
75. lzin Perluasan Usaha Industri (Kecil dan Menengah)
76. lzin Usaha Kawasan Indusrti (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Indusrti

(rPKr).



PEMERINTAH KOTA LANGSA

DINAS PENA}IAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, ProvinsiAceh
Telepon: O81 167 1245 Email : dpmptsplangsa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA LANCSA

NOMOR : 5OO.76.7.2 / 15.a /DPMPISP / 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA LANGSA,

a.

b.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan
Publik, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kota Langsa perlu menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan yang mencakup keseluruhan
penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan yang
telah dilimpahkan oleh Walikota Langsa kepada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Langsa.
bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan
suatu keputusan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Kota Langsa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
20Ol Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41 10);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nomor 59,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8a\;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelengga-raan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang :

Mengingat :



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Qanun Kota Iangsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Susunan dan

Kecamatan Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Qanun Kota langsa Nomor l0 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan furangkat Daeral" Kota. l,angsa;

10. Peraturan Walikota langsa Nomor 38 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

11. Keputusan Walikota l,angsa Nomor 397.,41503/2021 tentang
Daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Langsa.

MTMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran
keputusan ini;

Komponen Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pdlayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
a. Dasar hukum
b. Jenis-jenis pelayanan,
c. Persyaratan pelayanan
d. Mekanisme pelayanan
e. Jangka waktu penyelesaian
f. Biaya pelayanan
g. Sarana/ prasarana
h. Kompensasi pelayanan
i. Kompetensi dan jumlah peliaksana
j. Penanganan pengaduan, saran dan masukarl
k. Evaluasi kine{a pelaksana
l. Kepuasan pelanggan

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelalsana dan
sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyaralat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 29 Scr:tcrr 2023 M

I Awal 1445 H
ANAMAN MODAL
RPADUSATUPINTU

S.Sos.I
TK. I

!fiAS Pt
OAN Ptt A!

IER9ADU 5

6 199603 1003



Lamplrarr :

Nonor
falggal

Keput-.q! K.pala Dlner
Peaaaamaa Modal dan Pelayanarr
Terpadu Satu Phtu Kota Lar.gs..
5OO. 16.7.2/ rs.a /DPUPI€P/2O23
29 Septerber 20i13 M
13 Rablul Awd 1445 H

I. PENDAHULUAIT

Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah Kota Langsa dalam bidang pedinan
sebenarnya dilatarbelakangi oleh tuJuan untuk menartk instansl ctan

mendorong kegiatan ekonomi serta mendorong prakarsa masyarakata agar

ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Oleh karenanya pemerintah Kota la.ngsa ingin memulai sesuatu

babak baru dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat

dilayani satu pintu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota l,angsa. Dengan motode ini seseorang atau masyarakat

yang akan mengurus segala jenis perijinan hanya perlu datang ketempat

yang dinamakan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu) Kota Langsa sesuai dengan Peraturan Walikota

l,angsa Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non

Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas

Qanun Kota L,angsa Nomor l0 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

Jenis Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan pada Dinas Penanamao

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa:

Jenlr-Jenls Pelayanan

Berdasarkan Peraturan WaliKota Langsa Nomor 38 Tahun 2021

tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perijinan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota,

Berdasarkan Peraturan Walikota la.ngsa Nomor 1 Tahun 2023 terfiarrg

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota I-angsa,

Berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 397.A/5O3/2021 tentang

A.



Daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa maka

didapat daftar Pendelegasian Kewenangan Non Perizinan sebagai berikut:

Pelayanan Per$lnan :

1. Surat Ijin Reklame;
2. lzin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. lzin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Surat Izin Prakter Dokter;
6. Surat Izin Prakter Dokter Gigi;
7. Surat Izin Prakter Perawat:
8. Surat Izin Praktek Bidan:
9. Surat lzin Praktik Apoteker;
10. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
1 I . Surat Izin Praktik Fisio Terapi;
12. Surat Izin Praktik Terapi Wicara;
13. Surat Izin Pratr<tik Radiografer;
14. Surat Izin Praktik Penata Anastesi;
15. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
16. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
17. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi laboratorium Medik;
18. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
19. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
20. Surat Izin Praktik Elektromedis;
21. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
22. Surat Izin Praktik Optometris
23. Surat Izin Praktik Okupasi Terapi;
24. Surat Izin Praktik Fisika Medik
25. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskular;
26. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; dan
27. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

Dalam rangka meningkatkan Motto Pelayanan kepada masyarakat,

Pemerintah Kota langsa mengambil suatu kebijakan dengan membentuk

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa,

yang merupakan salah satu pencerminan terciptanya keseragaman pola

dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan aparatur pemerintah kepada

masyaralat dan adanya keterpaduan yang berkoordinasi dalam proses

pemberian perijinan maupun non perijinan sehingga masyarakat dapat

menerima pelayanan yang lebih s€derhana, jelas,pasti, aman, transparan,

efisien, adil merata dan tepat waktu.



B. Motto Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayaaan Terpadu Satu Pintu Kota

l,angsa Memiliki Motto 4 ME-IIIBERII{AN WIAYAI,IAN TERBAII< ADAIAH

TUGAS XAMT.

C. JanJl Pelayanan

Sedangkan janji pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

ATAffi MDIAYANI S,DiPD,NUIT IIATI TANPA G,RATTTU*AST

D. Maklumat Pelayanan

PEIAYAI,IANN DEIWrAN ?RIIMSPARA.M DAN TANPA PUI,rciLI. APABILA
flDAI< MDNEPATT ,JAXTI INI, Xtltl SIAP MENERIMA SA^ilIfS, SE.SUAI
DET,K}AN PERUNDAIfr}UNDAI,IC;,AN YAI,IEI BERI.AI<U.

Standor Pelaganan :

1. Izln Pendldikan anak Usla Dlnl

![o. KOMPONEil URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintal Nomor 27 Tahun 1990
Tentang Pendidikan Prasekol,ah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
58 Tahun 2OO9 Tentang Standar Pendidikan
Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 84 TaIun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pel,ayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Qanun Kota l€ngsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

8. Peraturan Walikota l,angsa Nomor 1 Tairun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata KerJ'a
DPMPTSP Kota langsa;

9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota

2 Persyaratan
Pelayanaa

A. IZIlf PEITDIDII(AIT AIYAII USIA Dtr[I

1. Surat permohonan bermaterai 6OOO;
2. Fotocopy KTP Pendiri;
3. Surat Keterangan Domisili;
4. Fotocopy akta pendirian dan perubahan

ulan atau badan lain



seJerus;
5. Fotocopy surat penetapan badan hukum

yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis
dari Kementrian bidang hukum ;

6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy SITU;
8. Fotocopy STTS PBB;
9. Fotocopy dokumen hak milik, sewa, atau

pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang
akan digunakan untuk penyelenggaraan
KB/TPA yang sah atas nama pendiri;

10. Susunan Pengurus KB/TPA Dan Rincian
Tugas;

11. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
KB/TPA;

12. Rencana pencapaian staldar penyelenggaraal
KB/TPA;

13. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.
3 Slstem,

mekanlsme,
ptiorcdur

dan
Terlampir

4 Jangka Ycktu
Penyeleralan

5 Btaya/tarlf Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

7 Saranarprasarana,
dan/atau fasllitas

Sarana :

a. Perangkat Komputer
b. Al,at Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasflltas:
a. l,oket Informasi
b. Irket Administrasi Perizinan (Flont ffiel dan-

Tim Teknis Perizinan (Back OJficel
c. Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan Izin
e. Ioket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang T\rnggu
h. Halaman Parkir

8 Kompetensi
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi)
Memahaml Peraturan Perundang-undangan
yang bertraku
Ma mpu mengoperasikan komputer

9 Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
berjenjang.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

a. Pemohon yang akan menya m paikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/ melalui te lpon/ lisan/ tertulis pada
Irket Pengaduan.

b. Surat Pengaduan yang masuk ke Kasl

Izin Pendidikan Ane& Ueia Dini = 3 (heri)



Pengaduan dan Peningkatan I"ayanan akan
dikonsultasikan ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pel,aporan Layanan, kemudian
akan diklasifikasikan berdasarkan materi dan
bidang pengaduan terkait.

c. Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemurlian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

d. Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

e. Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
flisampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
a. Pemohon menerima lembar saran dan

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambn iztri, yang telah selesai.

b. Pemohon mengisi lembar tersebut dan
rnengembalikannya kepada petugae Loket
Pengambilan Izin.

c. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izirr
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

d. Lembar saran dan penilaian pel;ayanan
direkap dan dibahas dengan manajemen
DPMPTSP secara berkala. Berdasarkan hasil
rekap berkala, DPMPTSP lnenyusun rerrcene
aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/ No. HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagram dpmptsp_Langsa
- Website{http:/ /dpmptsp,Iangsahota.go,ld}
- Email: (dpmptsplangsa@mail.com|

11. Jumlah Pelaksana 6 Orang

L2. Jaminan
Pelayenan

Pelayanan didukung oleh petugas yang
berkompeten dengan prinsip pelayanan yang
prima.

13. Jaminan
Keamanan
Keselamatan
Pel,aVanan

dan
1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap

stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Evaluasi KinerJa
Pelaksana

Evaluasi kineq'a pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun
sekali.



2. lzln Pendldlkan Taman Kanak - Kanak

IIOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentalg Perlindungan Anak;

2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikaa Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
Tentang Pendidikan Prasekotrah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Staldar
Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dal
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Analr Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Taiun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa;

8. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota l,angsa;

9. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tatrun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2 Persyaratan
Pelayanan

A. IZIII PTIIIDIDIXAN TAMA.tr KAITAI(.I(ATAI(

1. Surat permohonan bermaterai 6OOO;
2. Fotocopy KTP Pendiri;
3. Surat Keterangan Domisili;
4. Fotocopy IMB;
5. Fotocopy SITU;
6. Fotocopy STTS PBB;
7. Fotocopy akta pendirian dan perubahan

yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis;
8. Fotocopy surat penetapan badan hukum

yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis
dari kementerial bidang hukum;

9. Fotocopy dokumen 16[ 6ilik, sewa, atau
pinjam palai atas tanah dan bangunan yang
akan digunakan untuk penyelenggaraan
TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;

lO, Susunan Pengurus TK/TKLB Dan Rincian
Tugas;

11. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
TK/TKLB;

12. Rencana pencapa.ian standar penyelenggaraa
TK/TKLB;

13. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 4 Lembar.

3. Slstem,
mekanlsme,
protedur

dan
Terlampir

4. Jangla Waktu
Penyelesalan

Izin Pendidikan Taman Kanak- Kanak = 3 (hari)

No.



5 Blaya/tarlf Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pendidikan Taman Kanal< - Kanak

7 Saranarprararana,
dan/stau fa:illtcc

Sarana :

a. Peran€kat Komputer
b. Alat Tlrlis Kantor
c. Sistem lnformasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/ formulir hin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan lnfomasl prosedur clan persyararan lzt1
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a.
tt.

l,oket Informasi
Lolrct Admlnlstrasl Perlzlnan (fiont ol|"l@l dalr
Tim Teknis Perizinan (Back Olfiel
Ioket Pengaduan
lrket Pengambilan lzin
lnket Kasir/ Bendahara
Ruang Penyimpanan Arsip
Ruang Tunggu
l{alamen Parkir

c.
d.
e.
f.
c.
h.

Kompetensl
Pelaksana

Sl (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangart
yang berlaku
Mampu mcngoperaslkan komputer

9 Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
beq'enjang.

2. Dilaksanakal Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pcngadrran, Sr:rn
dan Masulan

Penanganan Pengaduan :

a. Pemohon yang akal mer\vampaikan
pengaduan dapat dilekukan dengan datang
langsung/ metralui telpon/ lisan/ tertulis pada
Loket Pengaduan.

b. Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan dan Peningkatan Layanan akan
dlkonsultaslkan ke Kabld Pengaduan,
Kebiiakan dan Pelaporan l,ayanan, kemudian
a-kan diklasifikasikan berdasarkan materi dan
bidang pengaduan terkait.

c. Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebiialan dan Petraporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengal Kabid terkait.

d. Jawaban Pengaduan da-ri Kabid terkait (Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan tayanan)
akan dituangkan dalam bentuk surat jawaban
pengaduan yalg ditandatangani oleh kepala
DPMPTSP.

e. Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akart
disqrpaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara Langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukal:
a. Pemohon menerima lembar saran

penilaian (IKM) pelayanan DPMFTISP
mengambil izin yarry teLah selesai.

dan
saat

b. Pcmohon mcngisi lcmbar tcrscbut dan

8.



mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan lzin.

c. Pcmohofl juBa dapat l1rEflyafitpaikafl sdrafl dafl
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang terse.l ia
pada meja loket kasir/ pengambilan tzlrtr
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

d. kmbar saral dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkqla.

e. Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengadual dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:
- Kotak Saran
- SMS/No HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Website(htto: / /dD ptrD.lan8.Lotr.{o.ld)
- Emait (dpmptcplaagra@,Email.coml

Jumlah Pelaksana 6 Orang

tI tlamlnan
?elayanan

Pelayalan didukung oleh petugas yang
berkompeten dengaa prinsip pelayalan yalg prima.

19. llarrrlnan
ffeamanan
Keselamatan
Selayanan

dan
1. Suret izin dibubuhi tanda tanta-o eerta ca1r

stempel basah, sehingga dijamin keasliaanya.
2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

tsvaluagl
$ehLrenr
n
d

KlnerJa Evaluasi kinerja pel,ayanan dilakukan melalui
pengukuran peneraFs.n starrdar pelayanaa yang
dilakukan sekuralg-kurangnya setiap 1 tahun
sekali.

3. Pcndldtkan Dasar SD/SMP

No. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum

7. Peraturan Walikota l,angsa Nomor 1 Tahun

11.

L4.

1. Undans- Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak;

2. Undang- Undang Nomor 2O Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelol,aan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, Darr
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan
Menengah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Qalun Kota I"angsa Nomor 8 Tahun 2O21
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Lantoa;



2023 ?entang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPI|SP Kota t angsa;

8. Peratura-n Wa-likota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2 Penryaratan
Pelayanan

A. IZIIT PEI| DASAR SD/ SMP

1. Surat permohonan bermaterai 60OO;
2. Fotocopy KTP Pendiri/ Pimpinan l*rrrbaga/

Yayasan atau Kuasanya;
3. Fotocopy alrta pendirian lembaga/ Yayasan;
4. Fotocopy surat penetapan badan hukum

yayasan, perkumpulan atau badao Lain sejenis
dari kementerian bidang hukum;

5. Fotocopy IMB;
6. Fotocopy SITU;
7. Fotocopy STTS PBB;
8. Fotocopy dokumen hak milik, sewa, atau

pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang
akan digu.nakan untuk penyelenggaraan yang
sah atas nalna pendiri'

9. Struktur Organisasi Yayasan dan Struktur
Organisasi Sekolah;

10. Data pengelol,a dan pelaksana penyelenggara
pendidikan dasar/menengah (spesifikasi
tenaga pimpinan dan tenaga pengajar satuan
pendidikan dasar/ menengah serta fotocopy
iiazah darr sertifikasi guru pendidikan
dasar/ menengah)

1 1. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki;
12. Rencana Induk Pengembangan Sekolah

(zuPS);
1 3. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan

Sekolah Dasar/ Menengah;
14. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 4l-embar.

3. Slstem,
mekanlsme,
prosedur

dan
Terlampir

4 Jangka Waktu
Penyelesalan

Izin Pendidikan Dasar SD/SMP = 3 (hari)

Btaya/tartf Gratis

6 Produk Pelayanan Izin Pendidikan Dasar SD/SMP

Saranarpralarana,
dan/atau farllltas

Sarana :

a. Perangkat Komputer
b. Alat T\rlis Kaltor
c. Sistem Informasi Malajemen Perizinan

Terpadu DPMPISP
d. Blanko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a. Loket Informasi
b. I-oket Administrasi Perizinan (Front Officel d'an

Tim Teknis Perizinan {Back Olfiel
c. l,oket uan

5.

7.



d. loket Pengambilan Izin
e. loketKasir/Bendahara
f. Ruang Pcnyiflpaflafl Arsip
g. Ruang Ttrnggu
h. Ha'laman Parkir

8 Kompetensl
Pelaksana

3

4

Dilakukan oleh atasan langsung
be{enjang.
Dilaksanakan Secara Kon

secara

Penanganan Pengaduan :

a. Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/ melalui telpon/ lisan/ tertulis pada
l,oket Pengaduan.

b. Surat PcflBaduarr ya-n8 l11asuk kc Kasi
Pengaduan dan Peningkatan l,ayanan akan
dikonsultasikan ke Kabid Pengaduan,
Kebijalan dan Pelaporan l,ayanan, kemudian
akan diklasifikasikan berdasarkan materi dart
bidang pengaduan terkait.

c. Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

d. Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
Layanan) akarr dituangkan dalar:r bcntrrk
surat jawaban Pengaduan Yang
ditandatangani oleh kepatra DPMPISP.

e. Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepal,a DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaiaa Saran dan Masukal:
a. Pemohon menerima lembar saran dan

perrilaian (IKM) 1relayanan DPMPTBP eaat
mengambil izin yang telah selesai.

b. Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

c. Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izirr
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

d. I-ecrbar eorent dan porrileie'rr pele.yc.nan
direkap dan dibahas dengan manajemen
DPMPTSP secara berkatra.

e. Berdasarkan hasil rekap berkaLa, DPMPISP
menyusull rrencana aksi perbaikan pelayanal.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:
- Kotak Saran
- SMS/No HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp-langsa
- Website{http://dpmotro'laarealota.so.ld}

Email: d c,otE

9 Pengarasan
Internal



10. 1. Dilakukan oleh atasan Langsung
berjenjarrg.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

secara

11. Jumlah Pelaksana 6 Orang

L2. .Iaminan
Pelayanan

oleh
prinsip

petugas
pelayalan

yang
yang

Petrayanan didukung
berkompeten dengan
prima.

13. .Iamlnan
Keamanan
I(eselamatan
Pelayanan

dan
1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap

stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat lzln menggunalan kertas berkop Dlnas.

4. lzin Pendldlkan l[on Formal

No. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2O23
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlgas
dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP Kota
Langsa;

4. Peraturan Waukota Langsa Nomor 36 Talun 2O21
Tentang Pendelegasian Kewenangan walikota
l,angsa.

2 Penyaratan
Pelayanan

A. IZff USAHA IIIIDUSTRI
l. Surat permohonan bermaterai 6000;
2. Fotocopy SITU;
3. Fotocopy SruP;
4. Fotocopy TDP;
5. F otocopy HO;
6. Fotocopy IMB [iika dipgrlukan];
7. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
E. Nilai Invcstasi Pcrusahaafr;
9. Informasi kemajual pabrik dan sarana

indusdtri (untuk perpanjangan) ;

lO.Data peralatan dan fasittas yang digunakal;
l l. Rekomendasi lingkungan dari instansi terkait

berdasarkan AMDAL/ (UKLIUPL) dengan
inGnsitas besaran PERMEN LH No. 11/2OO6;

12. Fotocopy KTP pemiiik/ direktur;
13. Pasfoto 4x6= 2 lembar;
14. Materai 6000 = 2 lembar;
15.Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun

bcrjala-n bagi ijin yang dipcrpanjang;
16.Berita Acara Tim teknis.

Slrtem,
meLanlrme, dan
pno!€dur

Terlampir

4 Jengkr Waletu
Penyeleralan

IUI = 3 (hari)

Blaya/tarlf Gratis

6 Produk 1. Izin Usaha Industri (IUI)

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

3.

5.



Pelarranan
7 Saranarprasarana,

dan/atau fasllltas
Sarana:

a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratanizin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/fasilitas:
a. Loket Informasi
b. I",oket Administrasi Perizinan (Front Officel dan

Tim Teknis Perizinal (Back AJficel
c. LokctPengaduan
d. Loket Pengambilan Izin
e. l,oket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang T\rnggu
h. Halaman Parkir

8. Kompetensl
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

9. Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
bcrjenjang.

2. DiLaksanakan Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lisanltertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduaa, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebi$akan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
dita.ndatangani oleh Kepal,a DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajuka.n pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar sara"n

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP
mengambtliztn yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut
mengembalikannya kepada petugas
Pengambilar,-lzin.

dan
saat

dan
Loket



Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
mel,alui:

- Kotak Saran
- SMS/ No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp-Langsa
- websitelhttp: / /drrmpttP.larroslot .!o.ld)

Email: d corl
Jumlah
Pelaksana

12. Jamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip petrayalal yang prima.

13. Jamlnan
Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

dan
1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap

stempel basah, sehingga diiamin keasliannya.
2. Surat izin menggunat<an kertas berkop Dinas.

14. Evaluasl KlnerJa
Pelaksana

Evaluasi kine4'a pelaYanan dilakukan melalui
penerapan standar peLayanan yangpengukuran

dilakukan se setia 1 tahun seka-li.

5. Izln Air Mlnum Isi Ulang IDAIIIUI

URAIANNo. KOMPONEN

2. Qanun Kota t e.ntee Nomor 8 Tahun 2O2I
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota l,angsa;

3. Peraturan Walikota t-angsa Nomor 1 Tahun 2O23

Tentang Kedudukal, Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPrSP
Kota langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasial Kewenangan

dalam negeri Nomor 1381. Peraturan menteri
Tahun 2017

1 Dasar Hukum

Surat permohonal Bermaterai 6OOO;

Fotocopy SITU;
Fotocopy SIUP darr TDP;
F otocopy KTP;
Fotocopy TDI;
Fotocopy IUI;
Surat keterangan berbadan sehat;
Pasfoto direktur / pemohon 3x4 = 2lembar;

1

2
3
4
5
6

8
9

A. IZIIT AIR ISI ULAITG

Hasil eriksaan dari laboratorium

Persyaratan
Polayanan

2

Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dcrigan mcngisi lcmbar pcflilaian yaflB tcr$cdia
pada meja loket kasir/pengambilan izjrr
kemudiannya memasukkannya keda,lam kotak
saran.
lembar saran dan penileian pel,ayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.
Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPISP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

11. 6 Orang

Walikota



10. Berita acara tim teknis dan rekomendasi teknis
dari Instansi terkait.

3. Slstem,
mekanlsme, dan
Irrosedur

Terlampir

4. Jangka Waktu
Penyeleralan

Izin Air Minum Isi Ulang = 4 (hari)

U Btaya/tartf Gratis

6 Produk
Pelayanan

Izin Air Minum Isi Ulang ( DAMru)

7. Saranarprasarana,
dan/atau fasilltas

Sarana:
a. Perangkat Komputer
b. Alat Ttrlis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratanizin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/fasilitas:
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front OJltcel dan

Tim Teknis Perizinan (Back Olfiel
c. Ioket Pengaduan
d. Loket Pengambilanlzin
e. Ioket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan ArsiP
g. Ruang Tunggu
h. Hqlamaa Parkir

8. Kompetensi
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku

ter
9 Pengawasan

Internal
Dilakukan oleh atasan Langsung secara
berjenjang.
Dilaksanakan Secara Kon

1

2

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan:
- Pemohon yang akan menyampaikan

pengaduan dapat dil,akukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Inket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendelian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Keb{iakan dan Pelaporan l,ayanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
l.ayanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP

- Surat ban telah



ditandatangani oteh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mcngajukafl pcngaduan sccara lar1Esung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penitaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izi:ir yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Ioket
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPT8P oerwaktu-vraktr.r
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- lrmbar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPISP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan peliayanan.

Pengaduan den Se.ren dapat dieanrepe.ihe"n juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/ No. HP
- Suwey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_Langsa
- Website(htto: / /dpmotro.laaeraLota,ro.ld)
- Email: (dpmptspletgsa@lnall.coml

11. Jumlah
Pelakrana

6 Orang

12. .Iaminan
Pelayanan

Pelayanan .lidukung oleh petugas yang b€rkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iamlnan
Keamanan dan
Keselamatan
PelaSTanan

a. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

b. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Evaluasl KlnerJa
Pelakcana

dilakukan sekurang-k setiap 1 tahun sekali.

No. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langee Nomor 8 Tehun 2021
tentang Pembentukal dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota I,arrgsa Nomor 1 Tahun 2O23
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPISP
Kota l,aagsa;

4. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun

Eva-luasi kine{a pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang

6. Tanda Daftra Gudang (TDGI



2O2L Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2. Persyaratan
Pelayanan

A. TAITDA DAT"TAR GUDAITG
1. Mengisi Formulir;
2. Fotocopy SITU;
3. Fotocogy EIUP;
4. Fotocopy TDP;
5. Fotocopy IMB Gudang;
6. Fotocopy sewa menyewa gudang (jika gudang

bukan milik pribadi);
Z. F"{4 pelql3san pajak/retribusi tahun

berjalan bagi ijin yang perpanjangan;
8. Materai 6000 : 1 lembar;
9. Pasfoto 3x4 = 2 lembar.

3. Slstem,
mekanlsme, dan
prosedur

Terlampir

4. Jangka lFaktu
Penyelesaian

TDG = 12 (hari)

o. Btaya/tarif Gratis

6. Produk
PelaSranan

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2.lzlla Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

7. Saranarprasarana,
dan/atau fasllltas

Sarana:
a. Perangkat Komputer
b. AIat Tulis Kantor
c. Slstem Informasl Manajemen Perlzlnan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fiasilitas :

a. Loket Inforrnasi
b. loket Administrasi Perizinan (Front Olficel dan

Tirrr Ttkrris Fcri:rirran (E,ack Olfrwl
c. LoketPengaduan
d. Loket Pengambilan b,in
e. loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. RuangTunggu
h. Halaman Parkir

8. Kompetensi
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
MF rnpu mengoperasikan komputer

9 Fengarasan
Internal

1. Dila.ktrkan olel' atasan trangsung sccara
berjenjang.

2. Dilaksa:rakan Secara Ko4lqyu,
10. Penanganan

Pengaduan, Saran
drn UrsuLrn

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyamPaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/mel,alui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawas€rn dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid

akan dan



kemudian akal diklasifikasikan berdasarkal
materi dan bidang pengaduan tfrkait.
Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan layanan kemudial
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (I(abid
Pengaduan Kebijakan dal Pelaporan
Layanan)akan dituangkan dalam !sn1u[ su121
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.
Surat jawaban pengaduan yang t€l,ah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
rnengajukan pengaduan Becara langsung atatr
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dal

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Irket
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran d€rn
penilaian pelayanan DPMF'ISP sewektu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilan izi,:,
kemudiannya memasukkannya kedqlam kotak
saran.

- Lembar saran dan penilaian pel,ayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara hrka-la.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPISP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp*trangsa
- Website(htt ://dpaptgp.lansratots.ro.ld)
- Email (dpmptsplanEso@gnall.coml

11. .Iumlah
Pelaksana

6 Orang

12. .Iamlnan
Pelayanan

Petrayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iamlnan
Keamanan dan
Kerelamatan
Pelayanan

l. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Evaluasl KlnerJa
Pelaksana

Evaluasi kine{a pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.



7. lzln Usaha Jasa Konstruksi (IU.IKI

No. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum l. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2O2l
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota l.angsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas
dan Fungsi serta Tata Ke{a DPMPTSP Kota
l,angsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota l,angsa.

2 Peryaratan
Pelayanan

A. IZNV USAIIA JASA KOIT
1. Surat Permohonan bermaterai 6000;
2. Fotocopy akte notaris;
3. Fotocopy SITU dilegalisir;
4. Fotocopy Sertilikat Badan Usaha (SBU) yang

dircgistrasi LPJK Provinui NAD;
5. Pasfoto direktur 3x4 = 2 Lembar;
6. Fotocopy KTP direkfirr;
7. Fotocopy ljazah Tenaga Administrasi dari SMU

di legalisi4
8. Fotocopy Tenaga Administrasi;
9. Fotocopy TDP;
1O. Fotocopy NPWP;
11. Fotocopy Neraca Perusahaal bermaterai;
12. Data Peralatan Perusahaan;
13. Data Perusahaan.

3 Slrtern'
mekanlcme, dan
prosedur

Tcrl,ampir

4. Jangka Waktu
Penyelesalan

IUJK = 1 (hari)

Blaya/tartf Gratis

Produk
Pelayanan

1. Tanda Daftar Perusahaal (TDP)
2. Tanda Dafta-r Gudang (TDG)
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

7 SaraaSrprasarana,
dan/atau farilites

Sarara
a. Peraagkat Komputer
b. AIat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Per2inan

Terpadu DPMPISP
d. Blanko/ formulir izin
e, Brosur pengurusan bin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratal izin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a. l,oket Informasi
b. Irket Administrasi Perizinan {Front Oficel darl

Tim Teknis Per2inan (Back OJfiel
c. Loket Pengaduan
d. Loket bilan Izin

o.

6.



e. loket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Haleman Parkir

8 Kompetensl
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memaharni Pcraturan Pcrundang-undangan
yang berlaku
Mam me kom ter

9 Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
berjenjang.

2. Dilaksanakan Secara Kon

secara

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/ melalui telpon/ lisan/ tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pcngaduan yang masuk kc Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
a-l<an dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan, Kebijakan dal Pelaporan Layalan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijalan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijalan dan Pelaporan
Layanan)akan ditua,ngkan dalarrr bentuk surat
jawabal pengaduan yang ditandatangarf oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepela DPMPTSP akan
disampaikal kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilaien (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izi]r yang teliah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikal saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Iembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

d-I

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan



Website( http! / /dDeDt5p.1-nr*rlote.ro.ld)
Email: (dpmptspleugsa@gmall.coml

11. Jumlah
Pelaksena

6 Orang

L2. ,Jamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

Jamlnan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunalan kertas berkop Dinas.

14. Evaluasl KlnerJa
Pelak:ana

Evaluasi kine4'a pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelaya-nan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap I tahun seka[.

E. PeBetuJuan Bangunan Qedung (PBC|

URAIANIlo. KOMPONEN

1, Peraturan menteri da-lam negeri Nomor 138
Tahun 2O17

2. Qanun Kota tangsa Nomor 8 Tahun 2O21
tentang Pembentukal dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas
dan F ungsi eerta Tata Kerja DPMPTSP Kota
Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Wa-likota

Dasar Hukum

a. Surat Permohonan bermaterai 6OOO

b. Gambar Rencana Bangunan dan Site Plan
c. Fotocopy Surat Bukti hak atas tanah
d. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun bedalan
e. Fotocopy KTP
f. Rekomendasi Carnat
g. Surta Pernyataan Tanah tidak dalam sengketa

oleh pemilik tanah
h. Pernyataan tidak keberatan dari warga

lingkungan, khusus untuk bangunan
tower,pabrik, home industri dan bangunan
yang dapat menganggu ketentraman warga
sekitar bangunal dimaksud

i. Akte notari-s / surat kuasa dari pemilik tanah
bagi pemohon yang mendirikan bangunan

A. IZIN GI']rAN

j. Berita Acara
t€knis instansi

Tia Teknis dan
terkait

bukan diatas miliknya
Rekomendasi

Penyaratan
Pelayanan

2

Terlampir3

dur

Slrtem,
mekanl3me, dan

Izin Mendirikan Bangunan 12 hari kefa

Pe lesaian
Jangka Waktu4

TertrampirBtaya/tarlf5
IMB (Izin Mendirikan Balgunan)Produk6

13.

1.



Pelayanan
Saranarprasarana,
dan/atau fasllltas

Sarala
a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanl<o/ formulir izin
e. Brosur pengurusan Din
f. Papal infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
i. Kamera Digital

Prasarana/ fasilitas:
a. Loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front Officel d'at

Tinr Tcknis Pcrizinan \Back Olfi.cel
c. Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan lzin
e. Loket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman Parkir

8 Kompetensi
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

9 Pongawasan
Internal

1. Dilalsukan olch atasan langsung
berjenjang.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

SC(]ara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Mesukan

Penalganan Penga.duan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/ melalui telpon/ lisan/ tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengadual yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pcngadual,Kcbljakan dal Pclaporan l,ayanan,
kemudian akan diklasifftasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Keb$akan dan Pelaporan Layanaa kemudian
dikoordinasikan denga-n Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
l,ayanan)alan dituangkan daLam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPISP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajukal pengaduan secara lalgsung atau
via telpon.

Penyampaian Saral dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP
mengambil izin yang telah selesa:i.

- Pemohon mengisi lembar tersebut
mengembalikann5za kepada petugas

dan
saat

dan
Irket

7.



11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

12. .Iamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. Jamlnan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Evaluasi KlnerJa
Pelakrana

Evaluasi kinerja pel,ayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap I tahun sekali.

9. Izln Pendlrlan Rumah Sakit (IPRflI

No. I(OMPOI{EN URAIAN

Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dal,am negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2O21
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Taiun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi serta Tata Ke{ia DPMPTSP
Kota Langsa;

4. Peraturan walikota l,angsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

Persyaratan
Pclayanan

A. IiZIT PETDIRIAT RI'UAII SAXIT
1. Surat permotronan bermaterai 6OOO;
2. Gambar rencana bangunan dan site pl,an;
3. Fotocopy Surat Bukti hak atas tanah;
4. Fotocopy tanda lunas PP tahun berjalan;
5. Rekomendasi dari Camat;
6. Surat pernyataan tanah tida,k dal,am sengketa

oleh pemilik tanah;
7. Surat pemyataan tidal keberatan dari warga

Pengambilan Izin.
Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
pcnilaian pclayalan DPMPTSP sswaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambil;an i i
kemudiannya memasukkannya keda.lam kotak
saran.
lrmbar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPISP
secara berkala setetrah.
Berdasarkan hasil rekap berkaLa, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS gate uaA
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Website(bttp:/ /dpnptrp,harraLota.so,ld)
- Emaift ldpmptrplaaq:a@toall.coml

1.

2.



lingkungan, khusus untuk bangunan yang
dapat mengalggu ketentraman warga disekitar
balgunan dimaksud;

8. Akte Notaris / surat kusa dari pemilik tanah
bagi pemohon yng mendirikan bangunan
bukan diatao rniliknya;

9. Pernyataan trdak keberatan dari tetangga
khusus untuk bangunan tidak mencukupi
batas kiri kanan dan belalang bangunan
sejarak 25 km.

3 Sletem,
mekanlcmo, dan
pro3cdur

Terlampir

Jangka t[aktu
Penyeleraian

IPRS = 12 (hari

5 Blaya/tarlf Gratis

6. Produk
Pelayanan

1. Izin Pendiriar Rumah Sakit (IPRS)

7 Saranarprasarana,
dan/atau farllltas

Sarana :

a. Perangkat Komputer
b. Alet Tulis Kentor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Btranko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a. Loket Informasi
b. Loket Admirristrasi Perizinan (Front Offi@l dan

Tim Teknis Perizinan (Back Ofie)
c. Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan lzin
e. Loket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h, Halaman Parkir

8 Kompetensl
Pelaksana

Sf (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoDerasikan komputer

9 Pengawasan
Internal

l. Dilakukan oleh atasan langsung
berjenjang.

2. Dilaksanakal Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan [asukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyernpaikan
pengaduan dapat drlzkukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
al<an dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan Iayanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengadual yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebljakan dan Petraporan Layanan kemudian

4.



dikoordinasikan dengan Kabid terkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (I(abid
PcnBaduafl , Kcbijatan dan Pclaporafl
Layaran)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.
Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon roeneri:oa lerabar oaralt dan

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Ioket
Pengambilan lzin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kast/pengambilan tzir:
kemudiannya memasukkannya kedalam kotah
B&ren.

- Irmbar saran dan penilaian pel,ayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPISP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPISP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengadual dan Saral dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/No. HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- We bsitelhttp: / /douptro.lauoakota.ro.ld)
- Emai} ldpmptrplangca@lnall.comf

11. .Iumlah
Pelaksana

t2. .Iamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang b€rkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iamlnan
Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

dan
l. Surat izin/ surat keputusan izin dibubuhi tanda

tangan serta cap stempel basai, sehingga dijamin
keasliannya.

2. Surat izin/ surat keputusan izin menggunakan
kertas berkop Dinas.

3. Pada SK izin dilenekapi irrge dengan belcode.
14. Evaluagl KlnerJa

Pelaksana
Evaluasi kinerja pel,ayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

6 Oraag



10. Izln Operasional Rumah Saklt

Illo. KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum l. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota l,angsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota l"angsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Ke{'a
DPMPTSP Kota Langsa;

4. Peraturan Walikota L,angsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasial Kewenangan
Walikota Langsa.

2 Perryaratan
Pelayanan

A. IZff OPERASIOITAL RI'UAII SAIIIT
l. Fotocopy ijin mendirikan Rumah Sakit;
2. Fotocopy SITU, SIUP, TDP;
3. Pasfoto pemohon 4x6 = 2 lembar, 3x4 = 8

lembar;
4. Materai 600O = 4 lembar;
5. Fotocopy Ketetapan Mcfltcri Kcschatan RI

tentang Klasifftasi Rumah Sakit, Daftar tenaga
kesehatan yang beke{a disertai dengan ijin
praktek dan ijin kerja;

6. Rekomendasi Dinkes tentang pemberian ijin
operasional tetap dan atau sementara.

3 Sletem,
mekanl:me, dan
proredur

Terlampir

4. Jangka Waktu
Penyelesalan

IORS = 12 (hari

5 Btaya/tartf Gratis

6. Produk
Pelayanan

l. Izrn Operasional Rumah Sakit (IOPRS)

7 Saranarprasarana,
dan/atau fasllltas

Sarana :

a. Perangkat Komputer
b. Alat Tu1is Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMP'ISP
d. Blalko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan bin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a. Irket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan lF-ront OJfice\ dart

Tim Teknis Perizinan {Back aficel
c. Loket Pengaduan
d. loket Pengambilan Izin
e. l,oket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruarg Tunggu
h. Halaman Parkir

Kompetensl
Pelaksana

Sl (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Ma:opu mengoperasiken komputer

1.

8.



Pengawaran
Internal

l. Dilakukan oleh atasan langsung
berjenjang.

2. Dilaksanakafl Sccara Kontinyu

Secara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan MasuLan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengadual dapat dilakukan dengan datang
langsung/ melalui telpon/ lisan/ tertulis pa.da
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebijakan dal Pelaporan Layanan,
kemudian akal diklasifikasikan berdasarkan
matcri darr bidang pengaduan tcrkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebljakan dan Pelaporan Layanarr kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (I(abid
Pengaduan , Kebijakaa dan Pel,aporan
Layanan)akan dituaagkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang teliah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kcpada pcmohon yant
mengajukan pengaduan secara liangsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil iztn yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikanaya kepada petugas Loket
Pengambilan lzin.

- Pemohon juga depat menyernpaiken saran dan
pen'ilaian pel,ayanan DPMPTSP sewaktu-waklrr
dengal mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izirr
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPaISP
secara berkala.

- Berdasarkar hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/No. HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_l,angsa
- Website(http: / /doaotrp.lalcgekota.go,id)
- Emaift (dpuptrplangra@Irall.coml

11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

t2. Jaminan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. l. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap

9.

Jamlnan



Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Evaluasl
Pelaksana

KinerJa Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerap€rn standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap I tahun sekali.

1 1. Izin Puskesmas

No. KOMPONEN URAIAN

Dasar Hukum 1 . Peraturan menteri da-la m negeri Nomor 1 38
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas darr Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota l,angsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 3E Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota [,angsa.

2 Perryaratan
Pelayanan

A. IzIil PUSKESMAS
1. Fotocopy sertifikat t€nah atau bukti lain

kepemilikal tanah yang sah;
2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Dokumen pengelotraan lingkungan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Surat keputusan dari Walikota Lalgsa terkait

kategori Puskesmas;
5. Profll puskesmas yang melpuu aspek lokasl,

bangunan, prasarana, perlatana kesehatan,
ketenagaan, dan pengorganisasi untuk
puskesmas yang mengajukan permohonan
perpanjangan izin.

B. IZIN KLINIK
l. Surat permohonan bermaterai 600O;
2. Fotocopy SITU;
3. Fotocopy SIUP;
4. Fotocopy TDP;
5. Fotocopy HO;
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy surat lfin tenaga kesehatan yang

bekerja;
8. Peta lokasi dan denah bangunan;
9. E otocopy akte pendirian perusahaan bagi

usaha yang berbadan hukum;
10. Materai 6000 = 2 lembar;
11. Fotocopy KTP direktur/ pemilik;
12. Pasfoto dfuektur / pemohon 4x6 = 2lembar;
13. Surat pernyataan dari pemifik/ direktur

/ pimpinan klinik untuk melengkapi syarat
syarat apabila tenaga kerja belum memiliki
ijin praktek;

14. Buhi pelunasal pajak/ retribusi tahun
beria.lan basr izin yang perpaniangan;

1.



15. Berita Acara Tim Teknis dan Rekomendasi
Instansi terkait.

3 Slrtem,
mekanl:me, dan
prosedur

Terlampir

.Iangka 'Waktu
Penyelesaian

Izin Puskesmas = f2 (hari)

Biaya /tarif Gratis

ProduL
Pelayanan

1- Izin Pukesrnas

7 Saranarprasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana
a. Perangkat Komputer
b. Alat Trrlis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/ formulir izin
e, Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaiatan izin
g. Telepon
h, Webeite

Prasarana/ fasilitas:
a. toket Informasi
b. Loket Administrasi Peri,ztnan (Flont ffiel dart

Tim Teknis Perizirran (Back olficel
c. Loket Pengaduan
d. l,oket Pengq rn filan 1rit1
e. loket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpalan Arsip
g. Ruang Tlrnggu
h- Halotnsl Palkir

8 Kompetensl
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mam m rasikan kom uter

9 Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan trangsung
berjenjang.

2. Dila-ksanakan Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Marukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/ melalui telpon/ lisan/ tertulis pada
Irket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebijakan dan Petraporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Iayanan)akan ditualgkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat iawaban pengaduan yang teLah

4.

5.

6.



ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengqjukan lrcngaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembelikannya kepada petugas l,oket
Pengambilanlzin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pel,ayanan DPMPTSP oewakttr-waktr.r
dengan mengisi lembar penil,aian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izrn
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
sararl

- Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Sarq-n dapat diearnpeikan juta
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/No. HP
- Sunrey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_Langsa
- Website(http: / /demptrp.laa+ratota.so.ld)
- EmaiL {dpmptsplansra@fnall.coml

11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

t2. Jamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. Jamlnan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Surat izindibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga ddamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

t4. tvaluasl KlnerJa
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

L2. Izln Kltntk

No. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2Ol7

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 20'23
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPTSP
Kota I-angsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2L Tentang Pendelegasian Kewenangan



Walikota Langsa.
2 Persyaratan

Pelayanan
A. IZIIT KLINIK
1. Surat permohonan bermaterai 6000;
2. Fotocopy SITU;
3. Fotocopy SIUP;
4. Fotocopy TDP;
5. Fotocopy HO;
6. Fotocopy IMB;
7. Fotocopy surat ijin tenaga kesehatan yang

bekeq'a;
8. Peta lokasl dan denah bangunan;
9. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagr

usaha yang berbadan hukum;
10. Materai 6000 = 2 lembar;
1 1. Fotocopy KTP direktur/pemilik;
12. Paefoto direktur / pemohorr 4x6 = 2 lember;
13. Surat pernyataan dari pemilik/ direktur

/pimpinan klinik untuk melengkapi syarat
syarat apabila tenaga ke{a belum memiliki ijin
praktek;

14. Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun
bedalan bagi izin yang perpanjangan;

15. Berita Acara Tim Teknis dan Rekomendasi
Instansi terkait.

3. Slstem,
mekanlsme, dan
prosedur

Terlampir

4. Jangka Waktu
Penyelesaian

Izin Klinik = 12 (hari)

D Biaya/tarif Gratis

6. Produk
Pelayanan

1. Izin Klinik

7 Saranarprasarana,
dan/atau fasllltas

Sarana:
a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
C. Telepon
h. Website

Prasarana/flasilitas:
a. Loket Informasi
b. Ioket Administrasi Perizinan (Front Officel dan

Tim Teknis Perizinan (Back Offiel
c. Ioket Pengaduan
d. Ioket Pengambilan lzin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang T\rnggu
h. Halaman Parkir

I Kompetensi
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer



9 Pengawaran
Internal

l. Dilakukan oleh atasan langsung
berjenjang.

2. Dilal<sanakan Sccara Kontirryu

SCCAIA

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Marukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat rlilekukan dengan datang
langsung/ melalui telpon/ lisan/ tertulis pa.da
l.oket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawas.rn dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian al<an diklasifikasikan be rdasarkan
Illatcri dar bidarB Ircn8aduan tcrkait.

- Pengaduan ya.ng masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Ikbid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
l"ayanan)akal dituangkal da'lam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditardatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang tetrah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
dioalnpaikan kcpada pcrootron yarrt
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyqmpaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

p€nilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil 2in Yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikanaya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

- Pem.ohon juta' depat r:renyerupaikeo sereo derr
penilaian pel,ayanan DPMPISP sewal<tu- waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran,

- lembar saran dan penilaian peLayanan direkap
dan dibalas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPISP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS/No. HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyaralat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Website(ttto:/ /domotrp.learrakota.go.ld)
- Emait ldpDpBplang.a@Itndl.eonl

11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

L2. .Iamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. Jamlnan l. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap

10.



Keamanan dan
Kerelamatan
Pelayanan

stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

L4. Evaluad
Pelakrana

KinerJa Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap I tahun sekali.

13. Izln Apottk

Ilo. KOMPOIIEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota l,angsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP Kota l,angsa;

4. Peraturan Walikota I-angsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota tangsa.

2 Per:yaratan
Pelayaaan

A, IZITI APOTIK
1. Surat permohonan Bermaterai 6000;
2. Fotocopy SITU dilegalisir;
3. Fotocopy SIUP dan TDP;
4. Potocopy KTP direktur/ pemilik;
5. Fotocopy surat izin tenaga kesehatan yang

bekerja;
6. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi

usaha yang berbadal hukum;
7. Pasfoto direktur/ pemohon 4x6 = 2lembar;
8. Bukti pelunasan pajak/ retribusi tahun

be{alan bagi izin yang perpanjangan;
9. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Langsa.

3 Slatem,
mekanlcme,
prosedur

dan
Terlampir

4 Jangka Waktu
Penyelesalan

l. lzim Apotik = 12 (hari)

5 Blaya/tarlf Gratis

6 Produk Pelayanan l. Izin Apotik

7 Saranarprasarana,
dan/atau fasllltas

Sarana
a. Perangkat Komputer
b. Atrat Tulis Kantor
c. Sistcm Informasi Manajcmcn Pcrizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/ formult izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi pmsedur dan persyaratan

izirt
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a. Loket Informasi
b, Irket Adminiatraai Periainan {Fvont Offiel



dan Tim Teknis Perizinan lBack Offic{
c. Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan Izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
t. Ruang T\rnggu
h. Halaman Parkir

8. Kompetensi
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

I Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara
berjenjang.

2. Dilal<sanakan Secara Kontinyu
10. Penanganan

Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan:
- Pemohon yang akan menyampaikan

lrcngadrran dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/ lisan/ tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebdakan dan Pelaporan
I"ayanan, kemudian akan diklasifikasikan
berdasarkan materi dan bidang pengaduan
terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid
Pengaduan, I(cbijakan dan Pelaporan
Layanan kemudian dikoordinasikan dengan
Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait
(Kabid Pengaduan , Kebijakan dan
Pelaporan Layanan)akan dituangkan dalam
bentuk surat jawaban pengaduan yang
ditandatangani oleh kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langeung
atau via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambtl lr;tn yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas l,oket
Pengambilanlzin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran
dan penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-
waktu dengan mengisi lembar penilaian
yang tersedia pada meja loket
kasir/pengambilan izilr kemudiannya
memasukkannya kedalam kotak saran.

- Lembar saran dan penilaian pelayanan
direkap dan dibahas dengan manajemen
DPMPTSP secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPISP
menyusun renca.na aksi perbaikan
pelayanan.



Pengaduan dan Saran dapat disampaikal juga
mel,alui:

- Kotak Saran
- SMS / No. Hp.
- Survey IKM (Indeks Kepuasal Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Website lhttp: / /dpmptsp ,lanraakota,so.id )

Email: {dpuptsplangsa@gmall.com}
11. Jumlah Pelaksana 6 Orang

,.2. Pelayanan didukung
berkompeten dengan
prima.

oleh
prinsip

petugas
pelayanan

yang
yang

13. Jamlnan
Keamanan
Kerelamaten
Pelayanan

dan
1. Surat izirl dibubuhi tanda tangan serta

capstempel basah, sehingga dilemin
keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

\4. Evaluasl KlnerJa
Pelakgana

Evaluasi kineda petrayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan se kurang-kurangnya setiap 1 tahun
sekali.

14. Izin Toko Obat

l{o. KOUPOI{EIT URAIAN

1 Drsar llrrlturn 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota langsa;

3. Peraturan Walikota l,angsa Nomor I Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Ke{a
DPMPTSP Kota la.ngsa;

4. Peraturan walikota Iangsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasial Kewenangan
Walikota l.anssa.

2 Penyaratan
Pelayanan

A. IZIN TOKO OBAT
l. Surat permohonan Bermaterai 60OO;
2. Fotocopy SITU dilegalisir;
3. Fotocopy SIUP dan TDP;
4. Fotocopy KTP pemilik sebasai pemohon;
5. Fotocopy surat lzln tenaga kesehatan yang

bekeq'a;
6. Pasfoto direktur/ pemohon 4x6 = 2lembar;
7. Surat pernyataan kewajiban memasang palang

" Toko Obat Berizin" dan *Tidak Menerima
Resep Dokter"

8. Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun
be{alan bagi izin yang perpanjangan;

9. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Langsa.
3 Slltem,

mekanlsme, dan
pro:edur

Terlampir

4 Jangka Waktu
Penyelesalan

l. Izin Toko Obat = 12 (ha-ri)

Jaminan
Pelayanan



5 Blaya/tarlf Gratis

6 Produk
Pelayanan

1. Izin Toko Obat

7 Saranarprasarana,
dan/atau facllltas

Sarana
a. Perentket Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manaiemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blalko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan Din
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a. bket Inforrnasi
b. toket Administrasi Perizinan (Front ffice\ dan

Tim Teknis Perizitar (Back Olfiel
c. l,oket Pengaduan
d. Loket Pengambilan Izin
e. loket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpa-naa Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman Parkir

8 51 (Tekfurik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangarr
yang berlaku
Me mpu mengoperasikal komputer

9. Pengawaran
Internal

l. Dilakukan oleh atasan langsung
beqienjang.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Maeukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
Langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Peogaduan, pengawasan dan Pengendalian,
at<an dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan PeLaporan layanan,
kemudian akan diklasifrkasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yarrg masuk ke Kabid Pengaduaa,
Kebiiakan dan Pel,aporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (I(abid
Pengadual , Kebijakan dan Pelaporan
Layanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandataneani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepatra DPMPTSP akan
disampaikal kepada pemohon yang
mengajukal pengaduan secara langsung atau
via rclpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran

peni'leinn (IKM) pelayanan DPMFTSP
mengambil izilir yang telah selesai.

dan
saat

Kompetensl
Pelaksana



Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.
Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPISP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.
kmbar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manqjemen DPMPISP
secara berkal,a.
Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPISP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS ,z No. HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp-langsa
- Website(htqr: / /dnmntsp.laupatota,go.ld)
- Email: com

11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

12. .Iamlnan
Pelayanan

Pel,ayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. Jamlnan
Keamanan dan
Kerelamatan
Pelayanan

1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

L4. Erraluasl KlnerJa
Pelakrana

Evaluasi kinerja pel,ayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilalukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

lt. Izln Opttk

o. KOMPOITEIT URAIAN

1 Dagar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota l,angsa Nomor 8 Tahun 2O2 I
tentang Pemebentukan dan Susunal Perangkat
Daerah Kota langsa;

3. Peraturan Walikota l.angsa Nomor 1 Tahun 2O23
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan F ungsi serta Tata Kede DPMPTSP
Kota Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2 Perryaratan
Pelayanan

A. IZNT OPTIK
Surat permohonan Bermaterai 6000;
Fotocopy SITU dilegalisir;
Potocopy SIUP dan TDP;
Fotocopy KTP;
Fotocopy akte pendiriarr perrsahaan bagi

I
2
3
4
5



usaha yang berbadan hukum;
6. Pasfoto direktur / pemohon 3x4 =

lembar;
7. Bukti pelunasan pajak/retribusi

berjalan baei izin yang perpaniangan;

2

tahun

o. Slstem,
mekanlsme, dan
prosedur

Terlampir

Jangka Waktu
Penyelesaian

1. Izin Optik = 12 (hari)

5 Blaya/tarlf Gratis

6. Produk
Pelayanan

1. Izin Optik

7. SaranarpraEarana,
dan/atau fasilltas

Sarana:
a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan tzin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaraten izim
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ Iiasilitas :

a. Loket Informasi
b. Ioket Administrasi Perizinan {Front Offrcel dan

Tim Teknis Perizinan (Back Officel
c. IoketPengaduan
d. Ioket Pengambilan lzin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. RuangTunggu
h. Halaman Parkir

8. Kompetensi
Pelaksana

51 {Tekhnik, hukum, ekonomi)}
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperaslkan komputer

9. Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung seca-ra
berjenjang.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
1(). Penanganan

Pcngaduan, Seren
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan rnenyarnpaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dtkonsultaslkan ke Kabld
Pengaduan, Kebijalan dan Pelaporan l"ayanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebirjalan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layanan)akan dituangkan dalarn bentuk surat
iawaban pengaduan yang ditandatangani oleh

4.



kepala DPMPTSP.
Surat jawaban pengadual yang teLah
ditandatanBani oleh Kcpala DPMPTSP akan
disampaikal kepada pemohon Yang
mengajukan pengaduan secara l,angsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukal:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilaian (IKM) pelayanan DPMPISP saat
mengambil izin yalg telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas loket
Penga;nbilan lzin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPrSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaiao yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilaa tzi,]
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Lembar saran dan penilaian peLayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkal,a, DPMPTSP
rnen).ueun rencena aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
_ SMS,/No. Hp
- Survey IKM (Indeks Kepuasa:r Masyarakat)
- Instagram
- Websitelhttn: / /dpmotro.langraLota.€o.ld)
- Email: d m com

11. ,.Iumlah
Pelaksana

6 Orang

L2. .Iamlnan
Pelalranan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanal yang prima.

13. Jamlnan
Keamanan dan
Kerelamatan
Pelayanan

l. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Erraluad KinerJa
Pelakrana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

16. Izln Usaha Perlkanan

No, URAIAN

1 Dasar Hukum l. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota l,angsa;

3. Peraturen Walikota l.angsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPISP Kota l-angsa;

KOMPONEN



4. Peraturan Walikota Iangsa Nomor 38 Tahun
2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2 Persyaratan
Pelayanan

A. IAII USNIA PERIXANAIT
Surat permohonaa bermaterai 6000;
Fotocopy SIUP;
Fotocopy KTP Pemilik/ direktur/ pemohon;
Pasfoto3x4=3lembar;
Fotocopy SIPI Lama untuk perpanjangan SIPI;
Rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan
Kota l,angsa

1

2
3
4
5
6

3 Slrtem,
mekanlrme, dan
prorodur

Terl,ampir

Jangka Waktu
Penyeleralan

Izin Usaha Perikanan = 4 (hari)

5 Btaya/tarlf Gratis

6 Produk
Pelayanan

1. Izin Usaha Perikanan

7 Saranarprasarana,
dan/atau farllltas

Sarana :

a. Perangkat Komputer
b. Alat Tlrlis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizrtarr

Terpadu DPMPISP
d. Blanko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan bin
g. Telepon
h. Website
i. Kamera Digital

Prasarena/ fasilitas:
a. l,oket Informasi
b. loket Administrasi Perizinan {Fror"t offi@l dalf

Tim Teknis Perizinan (Back ofiel
c. Loket Pengaduan
d. Loket Pengambilan Izin
e. toket Kaslr/ Bendabara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Hnleman Palkir

8 Kompetensl
PeloLeena

Sf Eekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

9 Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
bedenjang.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

secara

1(). Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Ma:ukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyampaikan
pengaduan dapat dil,akukan dengan datang
langsung/mel,alui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengadual, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikal ke Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan l,ayanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

4.



Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan layanan kemudian
d ikoordinasikan dcngan Kabid tcrkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (I(abid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPI'SP.
Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilaian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dal
penilaian peLayanan DPMPISP sewaktu-waldu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada rneje. loket kaeir/ penge.mbilan iz;n
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Iembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPISP
secara berkaLa.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS /No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Website(htto: / /domptrr.laaclatota.{o,ld)
- Emaift (dpuptsplangga@lnall.com)

Jumlah
Pelaksana

6 Orang

12. .Iamlnan
Pelayanan

Pel,ayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iamlnan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

L4. Evaluasl KInerJa
Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan mel,alui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

11.



17. lzin Penangkapan Ikan (SIPI!

No. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum J. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor I Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi scrta Tata Ke{a DPMF,.ISP Kota
[,angsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2. Poruyaratan
Pelayanan

A, IZIN PEITAIITGI(APA]Y INAIT
1. Surat permohonan bermaterai 6OO0;
2. Fotocopy SIUP Perikanan;
3. Fotocopy Pas Kapal;
4. Fotocopy Gros Akte;
5, Fotocopy KTP;
6. Pasfoto 3x4 = 3 lembar;
7. Fotocopy SIPI lama untuk perpanjangan SIPI;
8. Nama pelabuhan perikanan tempat memuat

pelabuhan tujuan;
9. Rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan

Kota [,angsa.
3 Slstem,

mekanlame, dan
prosedur

Terlampir

4 .Iangka tfiIaktu
Penyelesalan

Izin Penangkapan lkart =   (hari)

5 Blaya/tarlf Gratis

6 Produk
Pelayanan

1. Izin Penangkapan Ikan

7 Saranarprasarana, 
]

dan/atau faallltas
Sarana :

a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpa.du DPMPTSP
d. B1anko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Website
i. Kamera Digital

Prasarana/ fasilitas:
a. loket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (F-ront Olficel dalr

Tim Teknis Perizinaa lBack Olfiel
c. I-oket Pengaduan
d. lrket Pengambilan Izin
e. loket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman Parkir



51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yalg berlaku
Mam m rasikan kom uter

8 Kompetensl
Pelaksana

1. Dilakukan oleh atasan lalgsung secara
berjenjang.

2. Dila ksanalan Secara Kontin u

Pengawasan
Internal

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyrmpaikar
pengadual dapat dilalukan dengan datalg
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pcngaduan, pcrrBawasan dan Pcngcndalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkart
materi dan bidalg pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengadual dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layanan)alan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani olch
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPfSP akan
disampaikan kepada pemohon Yang
mengajukan pengadual secara liangsung atau
via te lpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dal

penil,aian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah eelesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dart
mengembalikannya kepada petugas l,oket
Pengambilal lzin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saraa dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izin
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Lembar saran dan penilaian pelayanaa direkap
dan dibahae dengan r:r,anajemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pel,ayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS /No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Website(http: I /dpmpttr,lansrakota'go.ld)
- Email (dnsptsplesrrarr'rqgtt.qoml

Jumlah
Pelakrana

6 Oralg11.

9.



t2. Jamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pela5ranan

1. Surat iztn dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basatr, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat bin menggunakan kertas berkop Dinas.

L4. Evaluasl
Pelaksana

KlnerJa Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dil,akukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

18. Izin Kapal Pengangkut lkan {SIBPII

No. KOMPONEN URAIATT

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2OLZ

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2O2L
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota La.ngsa;

3. Peraturan Walikota l"angsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasl, Tugas clan Fungsi serta Tata Kerl'a
DPMPTSP Kota L"angsa;

4. Peraturan Walikota l"angsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2. Persyaratan
Pelayanan

A. IZIIT KAPAL PEITGAITGIfi'T IKAIT
1. Fotocopy Gros Akte;
2. Fotocopy surat ukur kapal;
3. Fotocpy SIUP;
4. Pasfoto 3x4 :3 lembar;
5. FotocopyKTP;
6. Narrra lrclabuhan perikarran tcfllpat ulclrruat

dan pelabuhan tujuan;
7. Rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan

Kota I"angsa.
3. Slstem,

mekanisme, dan
prosedur

Terlampir

4 Jangka Waktu
Penyelesaian

Izin Ikpal Pengangkut Ikan = 4 (hari)

t. Biaya/tarif Gratis

6. Produk
Pelalranan

1. Izlrl Penangkapan Ikan

7 Saranarprasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana:
a. Perangkat Komputer
b. Alat T\rlis Kantor
c. Siotern Infonnesi Menajemen Perizina.n

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izim
g. Telepon
h. Website
i. Kamera Digital

Prasarana / Iiasilitas :



a. Loket Informasi
b. Irket Administrasi Perizinan (Front Olfiel dan

Tim Teknis Perizinan (Back Olficel
c. l,oket Pengaduan
d. loket PengemSilan 1r;r,
c. Loket Kaoir/ Bcndahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman Parkir

Kompetensi
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

I Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
be{enjang.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

secara

1(). Pcnanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pcnanganal Pcngaduan :

- Pemohon yarrg akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
l,angsung/ melalui telpon/ lisan/ tertulis pada
loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebdakan dan Pelaporan Lay ar:ary
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pcngaduan yang rnasuk kc Kabid Pcngaduan,
Kebijakan dan Pelaporal l,ayanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
Layananlakan dituangkal dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disqmpaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan aecara langoung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penileian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izirr yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas loket
Pengambilan lzin.

- Pemohon juga dapat menyampaikal saran darl
penilaian petrayanan DPMPISP sewa]<tu-waktu
dengan mengisi l,embar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengambilan izilr
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- kmbar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPISP
secara berkala.

- Berdasarkal hasil rekap berkatra, DPMPTSP
menyusun rencana a-ksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
meLalui:

8.



Kotak Saran
SMS /No.HP
Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyaralcat)
Instagram dpmptsp_trangsa
Website(btto: / /drountrtr,lencrrkote.ro'ld)
Emait (dpmptsplangsa@lmail. comf

11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

12. Jamlnan
Pelayanan

Pelayanal didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iamlnan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayaaan

1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga diiamin keaslialnya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

L4. Evaluasl XlnerJa
Pelaksana

Evaluasi kineqja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

19. Reklame

No. KOMPONEN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri datram negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota l-angsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Ke{a
DPMPrSP Kota l-angsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2. Persyaratan
Pelayanan

3 Slstem,
mekanlrme, dan
prorcdur

Terlampir

4 .Iangka ltraktu
Penyelesalan

IzinReklame=2(hari)

5 Biaya/tarif Gratis

6 Produk
Pelayanan

1. Izin Reklame

7 Saranarprasarana,
dan/atau fasilitas

Sarana
a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

'rerpailu DPMPTSP
d. Blarlko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan bin
f. Papan infomasi prosedur dal persyaratal izin
g. Telepon
h. Website

A. IZIIT REI(I,AUE
l. Surat permohonan bermaterai 6000;
2. Fotocopy KTP;
3. Bukti Pelunasan Pajak / Retribusi;
4. Pasfoto 3x4 2 lembar.



Prasarana/ fasilitas:
a. Loket Informasi
b. Ioket Admtdstrasi Perizinar (Front Olfrcel da/r

Tim Teknis Perizinan lBack Olficel
c. I-oket Pengaduan
d. I,oke t Pcngambilan Izin
e. l,oket Kasir/ Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tunggu
h. Halaman ParkA

8. Kompetensl
Pelaksana

- 51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
- Memahami Peraturan Perundang-undangan

yang hrlaku
- Mampu mengoperasikan komputer

9 Pengawaran
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
berjenjang.

2. D ilal<sanakan Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akao menyempaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Irket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengadual, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebijakan dal Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkal
rratcri dan bidang pcngaduan tcrkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Petraporan
Layanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawabaa pengaduan yang teLah
ditandatangani oleh Kepal,a DPMPTSP alan
dieampaikan kepada pemohon yarrt
mengajukan pengaduan secara Lalgsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilaian (IKM) pelayarran DPMPTSP eaat
mengambil izir, ya]rg telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pelayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilal iztn
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
sararl.

- kmbar saran dan penilaian pelayanan direkap
dal dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala,

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPISP
menyusun reircana aksi perbaikan pelayanan.

Penf,aduan dan Saran dapat disampaikan juga



melalui:
- Kotak Saran
- SMS / No. HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Website(http://dpmottp.lanqralote.go.id)
- Emait ldpmptsplangm@trmall.coml

Jumlah
Pelaksana

6 Orang

12. .Iamlnan
Pelayanan

Pel,ayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. Jamlnan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayaaaa

1. Surat bin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

t4. Evaluasl KlnerJa
Pelaksana

Evaluasi kinerja pel,ayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali,

2O. Izin Walet

Ilo, I(OMPOT{EN URAIAN

1 Dasar Hukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota langsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Langsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Orgaaisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPfSP Kota Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
Walikota Langsa.

2 Percyaratan
Pelayanan

A. IZIN WALET
1. Surat permohonan materai 6000;
2. Fotocopy IMB;
3. Fotocopy SITU;
4. Fotocopy SIUP;
5. Fotocopy TDP;
6. Fotocopy Ijin Gangguan (HO);
7- Rekomendasi Geuchik dan Catrrat setempat;
8. Fotocopy KSDA;
9. Surat kuasa perjaljian sewa apabila gedung

ls!21 milik sendut
10. Fotocopy Akte pendirian perusahaan bagi

usaha yang berbada,n hukum.
3 Ststem,

mekanlsme, dan
prosedur

Terlampir

4 Jangla Waktu
Penyelesalan

Izin Walet = 12 (hari)

5 Blaya/tarif GraUs

6 Produk
Pelayanan

l. Izin Walet

7 Saranarprasarana, Saraaa :

a. Peranqkat KomDuter

11.



dan/atau fasllltaa b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/ formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi proscdur dan pcrsyaratan iain
g. Telepon
h. Website

Prasarana/ fasilitas:
a. loket Informasi
b. Irket Administrasi Perizinan (Front olfie) d,an

Tim Teknis Per2inan (Back oJfi@l
c. l,oket Pengaduan
d. Loket PengambiLan Izin
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyirnpanan Areip
g. Ruang T\rnggu
h. Hatraman Parkir

8. Kompetensi
Pelaksana

Sf fiekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yalg berlaku
MFmpu mengoperasikan komputer

9 Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung
beqienjang.

2. Dilaksanakan Secara Kontinyu

secara

10. Penanganan
Pengaduanr Saran
dan Masukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yang akan menyarrrpaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/meLa1ui telpon/lisan/tertulis pada
l,oket Pengadual.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengenda'lisn,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan,Kebijalan dan Pelaporan l,ayalan,
kemudian al<an diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebijakan dptr Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengaduan , Kebijakan dan Pelaporan
layanan)a}an dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pengaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang tetrah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan
disampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telpon.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilqian (IKM) pelayanan DPMPISP saat
mengambil izim yarrg telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Ioket
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian petrayanan DPMPTSP sewaktu-waktu
derrga.rr meogisi lembar penilaian vang tersedia



pada meja loket kasir/pengambilan izrrr
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
sarafl,
Lembar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPTSP
secara berkala.
Berdasarkan hasil rekap trerkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dal Saran dapat disampaikan .juga
melalui:

- Kotak Saran
- SMS / No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagramdpmptsp_l,angsa
- Websitelhttp: / /drrmptrp.letrgreLots.(o.ld)
- Emait (dpmptrplaagsa@lmall.coml

11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

t2. Jaminan
Pelayanan

Petrayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iamlnan
Keamanan dan
Kerelamatan
Pelayanan

l. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap
stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Evaluaal KlnerJa
Pelakrana

Eva-luasi kinerja pel,ayanan dilakukan mel,alui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

21, lzl'r Usaha Peternakan

No. KOMPONEN URAIAN

Dasar llukum 1. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017

2. Qanun Kota [,angsa Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota l,angsa;

3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisaei, T\rgae den F un6ei eerta Teta Keda
DPMPISP Kota Langsa;

4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasian Kewenangan
walikota t angsa.

2 Perryaratan
Pelayanan

A. IZNT USAHA PTTTRITAXAN
1. Surat pernohonaa bermaterai 6000;
2. Fotocopy SITU;
3. Fotocopy SIUP;
4. Fotocopy TDP;
5. Fotocopy IMB Uika diperlukan);
6. tr'otocopy akte peruealtaan;
7. Fotocopy HO fiika diperlukan);
8. Peta lokasi (fika diperlukan);
9. Pasfoto 3x4 = 2lembar;
10. Fotocopy KTP Pemilik / direktur;
I l. Materai 6000;
12.Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun

1.



be{alan bagi iiin yang perpanjangan;
13. Berita Acara Tim Teknis dan Rekomendasi

Instansi terkait.
3. Slstem,

mekanisme, dan
prosedur

Terlampir

4. Jangka Waktu
Penyelesalan

Izin Peternakan: a @ari)

c. Biaya/tarlf Gratis

6. Produle
Pela5ranan

1. Izin Ueaha Peternake,n

7. Saranarprasarana,
danlatau faellltas

Sarana
a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratan izin
g. Telepon
h. Webeite
Prasarana/fasilitas:
a. l,oket Informasi
b. Loket Administrasi Perizinan (Front OJfice) dan

Tim Teknis Perizinan {Back OJficel
c. Ioket Pengaduan
d. Loket Pengambilanlzin
e. LoketKasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. RuangTunggu
h. Halaman Parkir

I I(orrrpctcnrl
Pelaksana

31 (Tekhnik, tnrkrrm, ekonorni))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

9. Pengawasan
Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara
bedenjang.
Dilaksfiukan Secara Kontinyu2.

10. Penanganan
Pengaduan, Saran
dan lllasukan

Penanganan Pengaduan :

- Pemohon yarrg akan menyampaikan
pengaduan dapat dilakukan dengan datang
langsung/melalui telpon/lisan/tertulis pada
Loket Pengaduan.

- Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan Pengendalian,
akan dikonsultasikan ke Kabid
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,
kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan
materi dan bidang pengaduan terkait.

- Pengaduan yang masuk ke Kabid Pengaduan,
Kebi$akan dan Pelaporan Layanan kemudian
dikoordinasikan dengan Kabid terkait.

- Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait (Kabid
Pengadtran , Kebijakan dan Pelaporan
l,ayanan)akan dituangkan dalam bentuk surat
jawaban pngaduan yang ditandatangani oleh
kepala DPMPTSP.

- Surat jawaban pengaduan yang telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP akan



disampaikan kepada pemohon yang
mengajukan pengaduan secara langsung atau
via telporl.

Penyampaian Saran dan Masukan:
- Pemohon menerima lembar saran dan

penilnian (IKM) pelayanan DPMPTSP saat
mengambil izin yang telah selesai.

- Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mengembalikannya kepada petugas Loket
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaien pelayanan DPMPfSP sewaktu-waktu
dengan mengisi lernbar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/pengamfull211 Un
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Irmbar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengan manajemen DPMPISP
secara berkaLa.

- Berdasarkan hasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikan pelayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
melalui:

- Kotak Saral
- SMS / No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- Instagram dpmptsp_langsa
- Website(http: I /dpmotrp.laaeraLota.fo.ld)
- Email (dpaptspfalgra@tuall.coa)

11. Jumlah
Pelaksana

6 Orang

12. .Iamlnan
Pelayanan

PeLayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.

13. .Iamlnan
Keamanan
KesGlamatan
Pelayaaan

dan
1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap

stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

14. Evaluasl KlnerJa
Pelakcana

Evaluasi kinerja pel,ayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kuralgnya setiap 1 tahun sekali.

22. Ta'J.d,a Da(tar Usaha Parlwl3ata (TDUPI

lIo. URAIAN

1 Dasar Hukum 1 Peraturao menteri dalam negeri Nomor 138
Tahun 2017
Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Langsa;
Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2O23
Tentang Kedudukan, Susunaa Organisasi, Tugas
dan Fungsi serte Teta Kerja DPMPTSP Kota
Ifngsa;
Peraturan Walikota Langsa Nomor 38 Tahun
2O2l Tentang Pendelegasial Kewenangan

2

c

4

KOMPONEN



Walikota Langsa.
2. Persyaratan

Pelayanan
A. TAITDA DATTAR USAHA PARIWISATA

1. Surat permohonan bermaterai 6000;
2. Fotocopy SITU;
3. Fotocopy HO fiika diperlukan);
4. Fotocopy SIUP;
5. Fotocopy TDP;
6. Fotocopy KTP direktur/pemilik/pemohon;
7. Fotocopy IMB fiika diperlukan);
8. Fotocopy Akte notaris bangunan perusahaan

bagi berbadan hukum;
9. Fotocopy surat tanah fiika diperlukan);
l0.Fotocopy surat pernyataan tidak keberatan dari

pihak keluarga apabila usaha tersebut didirikan
di atas tanah bersama milik keluarga yang
diketahui oleh Notaris;

1l.Pae foto 3x4 eebanyak 4 lernbar;
l2.Rekomendasi Lingkungan dari Instansi terkait

berdasarkan AMDAL? (UKL?UPL) dengan
intensitas besaran menurut PERMEN LH No.
tLl2o06;

l3.Bukti pelunasan pajak/retribusi tahun beq'alan
bagi iiin perpanjangan;

l4.Berita Acara Tim Teknis;
l5.Materai 6000 sebanyak 2 lembar.

3. Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Terlampir

4. Jangka Waktu
Penyelesaian

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata: a ftari)

o. Biaya/tarif Gratis

6. Produk Pelayanan 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

7, Saranarprasarana,
dan/atau fasilitae

Sarana:
a. Perangkat Komputer
b. Alat Tulis Kantor
c. Sistem Inforrnasi Manajemen Perizinan Terpadu

DPMPTSP
d. Blanko/formulir izin
e. Brosur pengurusan izin
f. Papan infomasi prosedur dan persyaratanizim
g. Telepon
h. Website

Frasarana/fasilitas:
a. loket Informasi
b. toket Administrasi Perizinan lFront Olficel dan

Tim Teknis Perizinan (Back Olficel
c. LokstPengaduan
d. Ioket Pengambilan lnn
e. Loket Kasir/Bendahara
f. Ruang Penyimpanan Arsip
g. Ruang Tlrnggu
h. Halaman Parkir

8. Kompetensl
Pelaksana

51 (Tekhnik, hukum, ekonomi))
Memahami Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

9. Pengawasan 1. Dil,akukan oleh atasan langsung secara
bcrieniang.



Internal 2. Dilaksanakan Secara Kontinvu
1(,. Penanganan

Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penanganal
o

o

Pengaduan :

Pemohon yang akan menyampalkan
pengaduan dapat dilakukan dengan
datang langsung/ melalui
telpon/ Iisan/ tertulis pada l,oket
Pengaduarr.
Surat Pengaduan yang masuk ke Kasi
Pengaduan, pengawasan dan
Penge ndalian, akan dikonsultasikan ke
Kabid Pengaduan,Kebljalan dan
Pelaporan I,ayanal, kemudian akan
diklasifikasikan berdasarkan materi dan
bldang pengacluan terkalt.
Pengadual yang masuk ke Kabid
Pengaduan, Kebljakan dan Pelaporan
Layanan kemudian dikoordinasikan
dengan Kabid terkait.
Jawaban Pengaduan dari Kabid terkait
(Kabid Pengaduan , Kebijakan dan
Petraporan Layanan)akan dituangkan
delam bentuk surat jawaban pengaduan
yang ditandatangani oleh kepala
DPMPTSP.
Surat jawaban pcngaduan yanB telah
ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP
akan disampaikan kepada pemohon yang
mengajukaa pengaduan secara langsung
atau via telpon.

o

o

O

Penyampaian Saran dan Masukan:
o Pemohon menerima lembar saran dan

penilqien (IKM) pelayanan DPMPISP saat
mengambil izin yang telah selesai.

b. Pemohon mengisi lembar tersebut dan
mcngcmbalikannya kepada pctugas t okct
Pengambilan Izin.

- Pemohon juga dapat menyampaikan saran dan
penilaian pel,ayanan DPMPISP sewaktu-waktu
dengan mengisi lembar penilaian yang tersedia
pada meja loket kasir/ pengambilan izir]
kemudiannya memasukkannya kedalam kotak
saran.

- Irmbar saran dan penilaian pelayanan direkap
dan dibahas dengal manqjemen DPMPTSP
secara berkala.

- Berdaoerkerr trasil rekap berkala, DPMPTSP
menyusun rencana aksi perbaikaa petrayanan.

Pengaduan dan Saran dapat disampaikan juga
meLalui:

- Kotak Saran
- SMS / No.HP
- Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyara-kat)
- Instagramdpmptsp_langsa
- Websitelhttp: / /dpmptsp,lanssakota'co.id)
- Emaift (dpuptrplelgaa@gmail.cou)

11. Jumlah Pelaksana 6 Orang

L2. .Iamlnan
Pelayanan

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan prinsip pelayanan yang prima.



13. Jaminan
Keamanan
Keselamatan
Pelayanan

dan
1. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap stempel

basah, sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin menggunakan kertas berkop Dinas.

L4. Evaluasi
Pelaksana

KinerJa Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
pengukuran penerapan standar pelayanan yang
dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.

A. MTI(ANISME PELAYANAN PERIJIITAN DAI{ ITON PERIJINN{

Pemohon mengambil nomor antrian untuk meminta informasi dan
penjelasan terkait dengan iz,rn yang akan diajukan, customer service

memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan win yang akan
diajukan oleh pemohon, dan menerima, memeriksa kelengkapan serta

keabsahan berkas perrnohonan rjin yang diajukan oleh pemohon, jika
berkas permohonan telah memenuhi persyaratan maka permohonan
diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan, apabila tidak memenuhi
persyaratan maka berkas dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas
permohonan izin telah memenuhi persyaratan diteruskan Kepala Dinas
untuk di disposisi setelah berkas yang sudah disposisi oleh Kepala Dinas
diteruskan ke Sekretaris Dinas untuk selanjutnya dikembalikan dan

diteruskan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

dan Non Perizin3ort untuk mengolah, menverifikasi, mengidentifikasi,
mengkoordinasi, mengadministrasikan pelayanan dari Kepala Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan meneruskan di
disposisi ke Jabatan Fungsional Penata Perizrnart untuk mengolah,

menverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasi, menvalidasi berkas
permohonan ijin tersebut diteruskan Jabatan Fungsional Penata Per-ruinan

menyerahkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada petugas

(customer) perijinan untuk selanjutnya dilakukan penilaian substansi
permohonan setelah dilakukan penilaian substansi permohonan

dilanjutkan ke Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan

Non Perijinan untuk memparaf rjin tersebut dan apabila ijin yang

memerlukan pemeriksaan lapangan maka Jabatan Fungsional Penata

Perizinan bersama tim teknis melakukan survei kelapangan, setelah

diperiksa izin diterima maka diberikan rekomendasi dari Dinas terkait dan

apabila dari dinas terkait berkas tersebut ditangguhkan atau ditolak maka

rekomendasi belum bisa diproses (pending). Jabatan Fungsional Penata

Perizinan untuk memberi paraf ijin tersebut. selanjutnya dari Jabatan
Fungsional Penata Perizinan untuk memberi paraf ijin tersebut. dari Kepala

Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan diteruskan
ke sekretaris untuk diparaf. selanjutnya dari Sekretaris Dinas diteruskan
ke Kepala dinas untuk ditanda tangani ijin. setelah selesai ijin ditanda
tangani oleh Kepala Dinas maka rjin tersebut diserahkan kembali ke

Customer Service untuk customer service untuk menyerahkan ijin tersebut
yang telah selesai kepemohon.

---



B. MEI(A$ISME PENGADUAN KEBI.IAI(AN DAN PELAPORANLAYANAN

Setiap pengaduan akan dilayani secara lalgsung oleh Jabatan
Fungsional Penata Peizinan pada bidang pengaduan. Untuk Pengaduan
yang akan dilayani dan diproses harus memiliki syarat :

! Pemohon memberi identitas lengkap (KTP) No. HP
> Bagr pemohon wajib mengisi lembaran formulir yang telah diterima.

Adapun ta:tz- cara pengaduan adalah sebagai berikut :

Masyarakat datang ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu untuk dilayani oleh Jabatan Fungsional Penata
Perizinan pada bidang pengaduan. Bagi masyarakat yang pemohon
pengaduan harus lengkap syarat sebagaimana tersebut diatas. surat
pengaduan masyarakat diterima kemudian di agendakan dan diteruskan ke
Kasubbag Tata Usaha untuk selanjutnya didisposisi oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
Selanjutnya didisposisi oleh Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada
bidang pengaduan memproses pengaduan tersebut. ada dua cara
pemprosesan pengaduan:

) Pengaduan yang tidak memelukan pemeriksaan kelapangan,maka
pengaduan dapat diproses penyelesaiannya secara langsung dalam
waktu sesingkat-singkatnya.

> Bagt pengaduan yang memerlukan pemeriksaan kelapangan, maka
Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada bidang pengaduan
menghubungi Tim Teknis untuk melakukan survey kelapangan denga
tata cara sebagaimana pada pelayanan perijinan dan non perijinan di
atas.

F Selesai diperiksa, Jabatan Fungsional Penata Perizinan pada bidang
pengaduan membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan hasil
pemeriksaan beserta rekomendasi (iika diperlukan) untuk dijadikan
pertimbangan pengambilan keputusan bagr pengaduan tersebut.
Setelah didisposisi oleh Kepala Dinas, Jabatan Fungsional Penata
Penzinan pada bidang pengaduan melaksanakan apa yang tertulis
dalam didisposisi Kepala Dinas, sampai dengan diselesaikan
pengaduan masyarakat tersebut. setelah diperoleh penyelesaian, maka
Jabatan Fungsional Penata Perizrnan pada bidang pengaduan wajib
memberitahukan kepada masyarakat pelapor bahwa pengaduannya
telah diselesaikan.



Kompetensi Sumber Daya Manusla pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Satu Pintu Kota Langsa.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Moda1 Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota l"angsa terdiri atas I (satu) orang Kepala yang membawahi 1

(satu) orang Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Bidang Program,Pelaporan
dan Keuangan dengan 4 (empat)orang Kepala Bidang dengan pola struktur
sebagai berikut:
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A. Xepuasan Pelanggan.

Kepuasan pelanggan ini didapat berdasarkan hasil Kuesioner indeks
Kepuasan Masyarakat (lKM) yang disebarkan kepada pelanggan setiap 6
bulan sekali. IKM ini kemudian dihitung berdasarkan rumus yang telah
ditetapkan oleh Menpan, y^ng kemudian menjadi tolak ukur baik
tidaknya pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.


